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KATA PENGANTAR 
 Maha besar dan maha suci Allah SWT yang telah memberikan izin-Nya untuk 
mengetahui sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki-Nya. Segala puji dan syukur 
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenaan-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi sederhana ini, semoga dengan kesederhanaan ini dapat diambil 
manfaatnya sebagai bahan referensi bagi para pembaca budiman. Demikian pula 
salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah membawa 
Islam sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia.  
Tulisan ini lahir sebagai aktualisasi ide dan eksistensi kemanusiaan penulis, 
yang sadar dan mengerti akan keberadaan dirinya serta apa yang akan dihadapinya 
dimasa depan. Keberadaan tulisan ini merupakan salah satu proses menuju 
pendewasaan diri, sekaligus refleksi proses perkuliahan yang selama ini penulis 
lakoni pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Dimana dalam proses ini kadang membosankan, menjenuhkan sekaligus 
mengembirakan bagi penulis yang sedang dalam fase pencarian jati diri. Penulis 
teringat akan sebuah ungkapan kedua orang tua penulis, bahwa “Kesabaran, kerja 
keras dan do’a adalah kunci dari keberhasilan”. Dengan pengangan inilah sehingga 
penulis bisa meraih gelar sarjana. 
Detik-detik suka dan duka selama masa kuliah telah menjadi rentetan waktu 
yang panjang dan akhirnya dapat terlewati dengan kebahagiaan. Sulit rasanya 
meninggalkan dunia kampus yang penuh dinamika, tetapi seperti pelangi pada 
umumnya kejadian itu tidak berdiri sendiri tapi merupakan kumpulan bias dari benda 
yang lain, menciptakan warna-warna yang indah namun pada akhirnya pun akan 
hilang. 
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ABSTRAK 
Nama : Asmilawati Jafar 
NIM : 10500110026 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam 
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di 
Pengadilan Negeri Makassar 
 
 Skripsi ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam 
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui 
bagaimana perlindungan hukum yang di berikan terhadap seorang saksi perkara 
pidana khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. 
Metode yang digunakan dalam penyusunan ini pengumpulan data melalui 
Penelitian Lapangan (Field Research) dan Penelitian Pustaka (Library Research) 
yakni mempelajari Undang-Undang maupun peraturan-peratuan lainnya yang 
berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi. Disamping itu penulis juga 
mengumpulkan literature-literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan 
terhadap saksi khususnya dalam sistem peradilan pidana. Sementara  Penelitian 
Lapangan dilakukan dengan wawancara narasumber terkait yakni advokad di Posko 
Bantuan Hukum atau Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Makassar selaku 
pelaksana dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi di Pengadilan Negeri 
Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun 
hasil wawancara dianalisis dengan  menggunakan metode analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi 
di Pengadilan Negeri Makassar dinilai telah terlaksana hal ini dapat di lihat dari 
banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi, baik dalam 
bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik dan 
psikis berupa Perlindungan atas keamanan diri serta bebas dari ancaman dan tekanan 
pihak lain, dan memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan. Sedangkan bentuk 
perlindungan hukum berupa Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 
maupun perdata atas kesaksiannya dan Penanganan secara khusus bagi saksi yang 
juga pelaku tindak pidana yang sama. Hal ini menunjukkan adanya upaya realisasi 
dari aturan-aturan hukum tentang perlindungan saksi di Pengadilan Negeri Makassar.  
Untuk mewujutkan perlindungan hukum terhadap saksi yang lebih baik perlu 
adanya upaya peningkatan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait perlindungan saksi 
kepada masyarakat dengan demikian masyarakat akan lebih memahami bahwa ada 
suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap seorang saksi.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu alat bukti yang sah yang selalu ada dan diperlukan dalam stiap 
perkara adalah keterangan saksi begitu pula dalam perkara pidana. Betapa pentingnya 
saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak 
terselesaikan dalam tahap penyidikan maupun yang kemudian membebaskan 
terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karna kurangnya alat bukti saksi. 
Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam pasal 1 butir 26 kitab 
Undang-undang Hukum acara pidana yang berbunyi: “Saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri.”1 
Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga Negara, dengan prinsip 
bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, 
tanpa ada paksaan dari siapa pun. Namun sekalipun saksi bebas memberikan 
keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan pasal 242 kitab undang-undang 
hukum pidana, apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya.
2
 
 
                                                          
1
Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP)” dalam Hari Sasangka, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(Bandung:CV. Mandar Maju, 2003), h.  6. 
 
2
C. Djisman Samosir. Segenggam tentang hukum acara pidana (Bandung:Nuansa Indah, 
2013), h. 130. 
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Dalam hukum Islam terkait masalah persaksian Allah SWT berfirman dalam  
Q.S. An-Nisā/4: 135 
 َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي َّو َق اُونوُك اوُنَمآ ِنْيَدِلاَوْلا َِوأ ْمُكِسُف َْنأ ٰىَلَع ْوَلَو ِهَِّلل َءاَدَهُش ِطْسِقْلِاب َينِما
 َينَِبر َْقْلْاَو  ۚ  اَمِِبِ َٰلَْوَأ ُهَّللَاف ًايرِقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَي ْنِإ  ۚ  َّت َت َلََف اوُلِدْع َت َْنأ ٰىََوْلْا اوُعِب  ۚ 
 ْوَأ اوُوْل َت ْنِإَو  ًيرِبَخ َنوُلَمْع َت َابِ َناَك َهَّللا َّنَِإف اوُضِرْع ُتا )١٣٥) 
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
3
 
Dari ayat ini dapat dirumuskan bahwa dalam perspektif hukum islam menjadi 
saksi juga adalah kewajiban, Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang 
beriman agar mereka senantiasa menegakkan keadilan, tidak condong ke kanan dan 
ke kiri, tidak lemah karena celaan orang yang mencela, dan tidak dipalingkan oleh 
siapa pun. Dan mereka diperintahkan agar tolong-menolong, bantu membantu dan 
bahu membahu dalam menegakkan keadilan. 
Menjadi saksi karena Allah SWT yakni hendaklah kalian menunaikannya 
semata-mata karena mengharap ridha Allah. Maka ketika itulah kesaksian itu akan 
menjadi benar, adil dan hak serta tidak mengandung perubahan, penggantian dan 
penyembunyian. Sekalipun terhadap dirimu sendiri artinya persaksikanlah kebenaran 
walaupun hal itu membahayakan dirimu. Dan apabila kamu ditanya tentang suatu 
perkara, maka katakanlah yang sebenarnya meskipun hal itu bisa merugikan dirimu. 
                                                          
 
3
Depertemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung:Syaamil Al-Qur’an, 
2005), h. 100. 
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Karena Allah akan menjadikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesempitan 
bagi orang-orang yang taat kepada-Nya. 
Apabila persaksian itu berkaitan dengan kedua orang tua atau kerabatmu, 
maka janganlah kalian membela mereka selain itu janganlah kalian membelanya 
karna ia kaya dan jangan pula kalian merasa kasihan kepadanya karna ia fakir. Tetapi 
bersaksilah secara benar meskipun hal itu akan membahayakan mereka. Karena 
kebenaran adalah hakim bagi setiap orang dan hukum harus didahulukan atas siapa 
pun. Selain itu Allah SWT juga melarang hamba-Nya untuk mengikuti hawa nafsu 
karna ingin menyimpan dari kebenaran, memutar balikkan kata-kata atau fakta 
sebenarnya atau larangan memberikan keterangan palsu.
4
 
 Sama halnya dalam hukum Islam, dalam system peradilan Indonesia, 
kedudukan saksi sangatlah penting sehingga dijadikan salah satu diantara lima alat 
bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 kitab Undang-undang Hukum 
acara pidana (KUHAP) yaitu: 
a. Keterangan saksi  
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
 Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang 
sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian 
perkara pidana. Pentingnya alat bukti keteranagn saksi ini terkai dengan system 
pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana indonesia yaitu sistem negatif 
                                                          
4
Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Shahib Tafsir Ibnu Katsir (Cet. II; Bogor:Pustaka 
Ibnu Katsir, 2011), h. 690-692. 
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(Nefative wettelijk) . Sistem negatif (Negatif wettelijk) yaitu suatu system pembuktian 
didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan karna yang dicari oleh hakim 
adalah kebenaran yang meteril, berbeda dengan hukum perdata yang dalam 
pembuktiannya mencari kebenaran formal.
5
 Sehingga dalam hukum pidana 
keterangan saksi sangat mempengaruhi putusan hakim. 
Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana  adalah, dalam 
praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan 
yang merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip 
unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga 
apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud 
putusan lepas dari segala tuntutan.  
Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa 
yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan 
terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil 
saksi adalah juga korban/pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi 
diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah 
peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka pengadilan. Saksi, bersama alat 
bukti lain akan membantu Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif 
berdasarkan fakta-fakta hukum yang disampaikan. 
Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh 
kebenaran materil. Oleh karena itu pada saat memberikan keterangan, saksi harus 
dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa 
aman dan bebas saat diperiksa di muka pengadilan. Ia tidak boleh ragu-ragu 
                                                          
 
5
Munir Fuady. Teori hukum pembuktian: pidana dan perdata. (Bandung: Pt Citra Aditya 
Bakti, 2012),, h. 2. 
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menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun keterangannya itu memberatkan 
terdakwa. Maka pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis Hakim 
untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran 
terdakwa. Alasanya jelas, yaitu : mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat 
berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, 
khawatir, ataupun tertekan.  
Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak 
dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, 
atau, kalaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya 
atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di 
sisi lain, seseorang dapap menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma 
hebat akibat peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk 
menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak 
dapat dibawa ke muka pengadilan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan 
yang satu ini. Kasus-kasus seperti korupsi atau kejahatan narkotika yang melibatkan 
sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus 
yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani 
memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan 
saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur 
dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi 
individual yang terkait dalam kasus tersebut. 
Melihat begitu pentingnya peran saksi, maka sudah seharusnya mereka 
mendapatkan perlindungan yang intensif. Perlindungan terhadap saksi dan korban 
sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan 
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asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama 
kedudukannya di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini guna memberikan 
jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan 
pidana yang baik (due prosess of law) dan menciptakan peradilan yang fair dan bersih 
yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan 
terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, 
kemudian diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara 
bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas dan melakukan 
penelitian terkait masalah saksi dalam peradilan pidana dalam bentuk skripsi yang 
berjudul “Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan 
perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara di 
Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). 
Mengenai penggambaran fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis 
yang pertaman adalah terkait faktor-faktor atau penyebab yang melatarbelakangi 
diperlukannya perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara 
pidana. Selanjutnya fokus penelitian yang kedua adalah bagaimana proses 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi di dalam pemeriksaan perkara 
pidana di Pengadilan Negeri Makassar, juga terkait didalamnya yaitu bagaimana 
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bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan, syarat-syarat untuk mendapatkan 
perlindungan, serta bagaimana mekanisme pemberian perlindungan termasuk pula 
mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya pemeriksaan perkara pidana. 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, yang menjadi masalah 
pokok yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya penulis 
menentukan dua sub masalah berkaitan dengan masalah pokok tersebut sebagai 
berikut: 
1. Mengapa perlu perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana? 
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu 
Perlindungan Hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana, telah ada 
beberapa literature yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada 
literature yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan 
penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus 
pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan 
pembahasan yang di maksud  diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Muchamad Iksan, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Perlindungan Saksi 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Membedah secara komprehensif 
mengenai kebijakan legislatif (perundang-undangan) yang mengatur tentang 
perlindungan saksi pada perkara pidana di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa 
kedudukan saksi sangatlah penting dan strategis, sehingga kedudukan saksi 
yang sangat strategis ini sering memposisikan saksi dalam posisi yang sulit, 
berbahaya dan merugikan. Akan tetapi posisi yang strategis ini belum di 
imbangi dengan dengan kebijakan perlindungan yang memadaidan layak. 
Walaupun perkembangan terakhir telah diundangkan Undang-undang No 13 
tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjadi kebijakan 
perlindungan saksidalam perkara pidana, namun masih banyak keterbatasan 
yang ada dalam kebijakan legislatif tersebut. 
2. Siswanto Sunarso dalam bukunya Viktimologi dalam Sistem Peradilan 
Pidana. Membahas tentang Viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi 
permasalahan viktimologi dewasa ini, perkembangan hukum saksi dan 
korban, peranan Negara dalam restorative justicepemenuhan hak-hak sipil dan 
politik bagi perlidungan saksi dan korban, disparitas pemenuhan hak saksi dan 
korban, penegakan hukum serta perlindungan saksi dan korban, perspektif 
lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terhadap perkembangan 
viktimologi, dan perspektif saksi dan korban dalam hukum pidana. 
3. Marwan Effendy dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan terhadap 
beberapa perkembangan hukum pidana), dalam bukunya itu ia membahas 
terkait beberapa perkembangan dalam pemeriksaan perkara pidana saat ini, 
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khususnya pada tindak pidana korupsi seperti masalah korupsi dan metode 
baru dalam system pembuktian yang dilematis, teknik dan strategi saksi dan 
ahli dalam memberikan keterangan dalam persidangan tipikor, perlindungan 
hukum dalam menyampaikan informasi, kebiajan penuntutan dan sistem 
pembuktian serta masalah peran audit internal dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi dalam perspektif hukum. 
4. C. Djisman Samosir dalam bukunya Segenggam Tentang Hukum Acara 
Peradilan Pidana, memaparkan secara lengkap mengenai Hukum acara di 
Indonesia mulai dari apakah itu hukum acara pidana, manfaat hukum acara 
pidana, asas-asas hukum acara pidana, bagaimana hak dan kewajiban 
penyidik, masalah penangguhan penahanan, hak dan kewajiban jaksa penuntut 
umum, acara pemeriksaan, alat-alat bukti dan pembuktian termasuk 
didalamnya mengenai alat bukti dan pembuktian oleh saksi dalam 
pemeriksaan perkara pidana, selanjutnya masalah putusan pengadilan, upaya 
hukum, dan yang terakhir adalah keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) di Indonesia. 
Memperhatikan beberapa literature dan hasil penelitian terdahulu ditemukan 
belum ada yang secara khusus meneliti dan membahas tentang pokok masalah dalam 
skripsi ini. Dalam berbagai literatur dan penelitian terdahulu perlindungan terhadap 
saksi dibahas masih secara umum yaitu terkait dengan teori dan aturan-aturan hukum 
sebagai dasar suatu perlindungan terhadap saksi itu sendiri, sedangkan penelitian ini 
berkaitan dengan pelaksanaan teori dan aturan-aturan tentang perlindungan saksi 
tersebut, dengan melakukan penelitian pada suatu wilayah hukum tertentu yaitu di 
Penagadilan Negeri Makassar.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perlunya perlindungan 
hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. 
b. Untuk mengetahui  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam 
proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Sumbangsi Pemikiran yang 
bermanfaat bagi upara para penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus 
pidana  dan sebagai bahan masukan dalam memberikan perlindungan hukum 
bagi saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 
serta sebagai bahan referensi dan bahan rujukan bagi masyarakat ataupun 
mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut terkait perlindungan 
saksi dalam sistem peradilan pidana.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana 
1. Alat bukti 
Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam 
pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah 
terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau 
salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur 
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 
membuktikan kesalahan yang didakwakan. 
Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti 
memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, 
melaksanakkan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Proses pembuktian 
pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan 
kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan member keyakinan kepada hakim 
tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. 
Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan 
diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran yang materiel melalui tahap 
pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek terhadap 
aspek-aspek sebagai berikut: 
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a) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti. 
b) Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan 
yang didakwakan kepadanya. 
c) Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu. 
d) Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.1 
Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian 
merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara 
langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai 
terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara 
singkat, maupun acara singkat, alat bukti memegang peranan sentral, bersifat 
menentukan dan membatu hakin untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti 
yang sah menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 diatur dalam pasal 184 KUHAP 
yang terdiri dari: 
a. Keterangan saksi 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan meyebutkan alasan dari pengetahuannya 
itu. Keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu), 
pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan 
                                                          
1
Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Masalahnya (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 208.  
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keterangan saksi. Disamping itu, keterangan seorang saksi saja, tidak cukup untuk 
membuktikan perbuatan (unus testis nulus testis), kecuali di sertai alat bukti lain.
2
 
Tidak semua orang dapat didengar untuk memberikan keterangan sebagai 
saksi dan ada juga orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Yang 
tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa. 
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu 
atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan 
anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga. 
3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama 
sebagai terdakwa.
3
 
Selain itu dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus 
memperhatiakan: 
1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. 
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. 
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan 
tertentu. 
4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
4
 
                                                          
2
Marwan Efenddy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan 
hukum pidana, (Jakarta: Raferensi.2012), h. 48.  
3
C. Djisman Samosir. Segenggam tentang hukum acara pidana. (Bandung:Nuansa 
Indah2013), h. 130. 
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Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saksi di bedakan menjadi 
beberapa macam yaitu saksi korban, saksi mahkota, saksi verbalisan, saksi a charge 
dan saksi a de charge. 
b. Keterangan Ahli 
Berdasarkan pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dijelaskan 
bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan rumusan mengenai 
keterangan ahli yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang 
ahli adalah membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Keterangan ahli yang dimaksud dapat di kemukakan di kepolisian atau pada saat 
pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 
1981 tentang hukum acara pidana, tidak diatur secara tegas mengenai kriteria seorang 
ahli, hanya menyebutkan “memiliki keahlian khusus”. 
Mengenai siapa dan lembaga mana yang berwenang menghadirkan ahli telah 
diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang 
Hukum acara pidana dalam beberapa pasal sebagai berikut: 
1) Pasal 65 yang mengatur mengenai tersangka atau terdakwa berhak 
mengajukan seseorang yang memiliki keahlian khusus. 
2) Pasal 120 yang mengatur bahwa bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta 
pendapat ahli, atau orang yang memiliki keahlian khusus. 
                                                                                                                                                                     
4
Marwan Efenddy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan 
hukum pidana, (Jakarta: Raferensi.2012), h.  48.  
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3) Pasal 133 yang mengatur bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan 
keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli 
lainnya. 
4) Pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa 
hakim ketua dapat meminta keterangan ahli. 
5) Penjelasan pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur 
bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan di penyidik dan 
pemeriksaan di penuntut umum. 
6) Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa 
ahli yang hadir memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak 
mendapat penggantian biaya sesuai undang-undang.
5
 
Selanjutnya, secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, 
hakikatnya dapat diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: 
1) Bahwa keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyelidikan untuk 
kepentingan peradilan (pasal 133 ayat (1), pasal 187 KUHAP). Dalam konteks 
ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara 
tertulis dengan menyebutkan secara tegas unruk hal apa pemeriksaan ahli 
dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan dalam 
berita acara penyidikan.  
2) Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan 
keterangannya secara lisan dan langsung di depan sidang pengadilan. Dalam 
konteks ini keterangan ahli diberikan, baik pada berita acara pemeriksaan 
penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua 
                                                          
5
C. Djisman Samosir. Segenggam tentang hukum acara pidana. (Bandung:Nuansa Indah 
2013), h. 134-135. 
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sidang atau terdakwa maupun penasehat hukumnya menghendaki dan 
keterangan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk member keterangan.
6
 
c. Surat  
Surat adalah alat bukti yang ditempatkan dalam urutan yang ketiga di dalam 
pasal 184 Kitb Undang-undang Hukum Acara Pidana. Di dalam pasal 187 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana di rumuskan: “Surat sebagaimana tersebut 
pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah 
adalah: 
1) Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; 
2) Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu 
keadaan; 
3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 
resmi dari padanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain.
7
 
                                                          
6
Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Masalahnya (Bandung; PT. Alumni, 2011), h. 234 dan h 136. 
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Surat-surat yang di yang ditetapkan dalam pasal 187 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah 
merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah. 
d. Petunjuk  
Petunjuk adalah perbuatan, keajadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 
Mengenai petunjuk ini diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana ayat (1), (2) dan (3). Didalam pasal tersebut telah dibatasi bahwa 
petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, 
sedangkan keterangan ahli tidak termasuk. Agar keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan, kejadian, atau 
keadaan yang terjadi maupun dengan tindak pidana tersebut, apakah ada keterkaitan 
atau persesuaian antara yang satu dengan yang lain. Penilaian atas kekuatan 
pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim 
dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.
8
 
Tentang pengertian petunjuk khusus terhadap tindak pidana tertentu diperluas, 
sebagai contoh dalam pasal 26A dengan keluarnya Undang-undang No. 20 tahun 
                                                                                                                                                                     
7
Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Masalahnya (Bandung; PT. Alumni, 2011), h. 237. 
8
C. Djisman Samosir. Segenggam tentang hukum acara pidana. (Bandung:Nuansa Indah 
2013), h. 142-143.  
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2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari: 
1) Alat bukti lain yang berupa infornasi yang diucapkan, dikirim diterimah atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang srupa dengan itu; dan 
2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca 
dan atau yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang 
berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau 
perforasi yng memiliki makna.  
Sama halnya dengan alat bukti keterangan saksi, ahli dan surat, alat bukti 
bukti petunjuk nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, artinya hakim tidak 
terikat atas kebenaran persesuaian yang tersirat dari alat bukti petunjuk tersebut dan 
di samping itu, alat buki petunjuk tidak dapat berdiri sendiri.
9
 
e. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan alat bukti terakhir dalam 
susunan alat bukti yang  diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
Pasal 189 KUHAP menyebutkan, 
1) keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang 
perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau yang 
dialaminya sendiri; 
                                                          
9
Marwan Efenddy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan 
hukum pidana, (Jakarta: Raferensi.2012), h.  53.  
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2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh 
sati alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kapadanya; 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri; 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, melainkan harus disertai 
dengan alat bukti yang lain.
10
 
Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa bersifat bebas, dapat 
ditetapkan apabila batas minimum alat bukti telah terpenuhi dan hakim yakin dengan 
alat bukti tersebut. 
Didalam persidangan perkara pidana, selain alat bukti penuntut umum juga 
mengajukan barang bukti. Barang bukti bukan merupakan alat bukti, tetapi barang 
bukti sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 3 KUHAP dapat menadi alat bukti, 
apabila barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi, maka menjadi alat bukti 
keterangan saksi dan apabila dibenarkan oleh terdakwa maka menjadi alat bukti 
keterangan terdakwa. 
Berdasarkan pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Apabila dikaji lebih jauh makna dari Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara 
Pidana Di Indonesia maka pertama kita harus mendefenisikan apa yang dimaksud 
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dengan Sistem kemudian kita juga harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
Pembuktian. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Hukum Acara 
Pidana Di Indonesia. 
2. Sistem Pembuktian 
a. Pengertian Sistem 
Menurut The New Webstyer International Dictionary, Sistem Berasal dari 
Bahasa Yunani yaitu Systema yang berarti sesuatu yang terorganisasi atau Suatu 
keseluruhan Kompleks. Jadi Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau 
komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu 
keseluruhan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah Perangkat Unsur 
yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas atau susunan yang 
teratur dari pandangan, teori dan azas. Sedangkan Menurut Penulis bahwa Sistem 
adalah Bagian-bagian yang saling berhubungan didalam satu kesatuan dimana 
bagian-bagian tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 
b. Pengetian Pembuktian  
Kata Dasar dari Pembuktian adalah Bukti, Bukti dapat diartikan sebagai suatu 
hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Jadi Pembuktian adalah suatu 
tindakan, perbuatan atau kegiatan untuk memberikan bukti. 
Selanjutnya kita akan memberikan penjelasan tentang pembuktian apabila 
ditinjau dari kaca mata Hukum, Pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan 
untuk memberi bukti bahwa seseorang Bersalah atau tidak bersalah dalam suatu 
peristiwa hukum didalam Proses Peradilan. 
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Pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa.
11
 
c. Pengertian Hukum Acara Pidana  Di Indonesia 
Apabila dilihat dari isinya maka Hukum dibedakan menjadi dua, yakni 
Hukum Materil dan Hukum Formil. Hukum Materil adalah Hukum yang mengatur isi 
daripada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan-hubungan hukum 
dalam bidang perdata diatur oleh hukum perdata sedangkan hubungan-hubungan 
hukum bidang publik diatur oleh hukum publik seperti hukum pidana, dsb. 
Hukum Formil adalah Hukum yang mengatur tentang tentang bagaimana 
caranya mempertahankan dan menegakkan hukum materil. Hukum formil biasa juga 
disebut dengan hukum acara. Selanjutnya kita masuk kedalam hukum pidana. 
Didalam hukum pidana ada juga disebut dengan Hukum Pidana Materil dan ada juga 
namanya Hukum Pidana Formil.  
Hukum Pidana Materil adalah Keseluruhan Kaidah-kaidah atau aturan-aturan 
yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan kepada siapa 
dapat dijatuhkan pidana  serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang 
melakukan tindak pidana tersebut. 
Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang 
mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana. Atau juga dapat 
diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan 
atau mempertahankan hukum pidana materil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum 
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pidana formil memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum 
pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur segala 
sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan 
pemeriksaan di Kepolisian, Di Kejaksaan dan Di Pengadilan. 
Berdasarkan tema diatas yakni Hukum Acara Pidana Di Indonesia  maka 
tentunya kita merujuk kepada Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana dimana undang-undang tersebut merupakan hukum positif di Indonesia 
yang berlaku sejak disahkan pada tahun 1981 sampai dengan adanya perubahan 
dan/atau penggatian dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan eksekutif 
dan legislatif.   
Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, sebelum 
memaparkan penjelasan sistem pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di 
Indonesia maka alangkah baiknya kita melihat bagaimana sistem pembuktian pada 
umumnya. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan 
menggali kebenaran materil (materielle warheid) atau kebenaran yang sesungguh-
sungguhnya atau kebenaran hakiki. Dengan demikian dalam hukum acara pidana 
tidaklah dikenal  adanya kebenaran formal (formeele warheid) yang didasarkan 
semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum, akan tetapi ternyata usaha 
mencari kebenaran materil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh 
kebanyakan orang. Mengapa sampai dikatakan demikian, prakteknya memang cukup 
rumit untuk menemukan kebenaran materil karena hal ini sangat bergantung pada 
berbagai aspek dan dimensi. Seperti dimensi waktu, dimana suatu peristiwa pada 
masa lampau atau beberapa bulan yang lalu tidak mungkin dapat diingat seratus 
persen pada saat sekarang. Makin lama waktu lampau itu maka makin sulit buat para 
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hakim untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa peristiwa tersebut oleh karena 
manusia tidak mampu untuk mengembalikan waktu lampau tersebut.  
Dengan pembelajaran tersebut diatas, disinilah hukum acara pidana berperan. 
Dimana hukum acara pidana  menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati 
sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati. Agar 
supaya hakim  bisa mendapatkan keyakinan maka hakim membutuhkan alat-alat guna 
menggambarkan lagi peristiwa-peristiwa yang sudah lampau itu. Dengan pandangan 
demikian dapatlah disebutkan secara jelas bahwasanya jika hakim telah menetapkan 
perihal adanya suatu kebenaran maka aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu 
hal. 
Selanjutnya dalam rangka menerapkan pembuktian, hakim lalu bertolak pada 
sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil 
pembuktian terhadap perkara yang sedang diadili. Maka berdasarkan sistem 
pembuktian pada umumnya dikenal ada tiga teori sistem pembuktian, Yakni : 
1) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positif 
Wettelijke Bewijs Theori). 
Berdasarkan teori ini, Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
positif tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-
undang. Konkretnya, Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat 
bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus 
mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut  dan bagaimana caranya hakim 
harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini 
hakim terikat pada pepatah kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai 
ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun 
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hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa  tidak bersalah. begitupun 
sebaliknya jika tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana 
ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah 
walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah. 
2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim.  
Pada sistem  pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat 
menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu 
peraturan (Conviction Intime). Dalam perkembangannya lebih lanjut, sistem 
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk yaitu Conviction 
Intime dan Conviction Raisonce. Melalui sistem pembuktian conviction intime maka 
kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat 
oleh suatu peraturan. Dengan demikian putusan hakim disini tampak timbul nuansa 
subjektif. . 
Penerapan sistem pembuktian Conviction intime mempunyai bias subyektif, 
yaitu “sistem pembuktian conviction intime menentukan salah tidaknya terdakwa 
semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang 
menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, darimana hakim menarik dan 
menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah. Dalam sistem ini keyakinan 
boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam 
sidang pengadilan dan bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim 
dan lansung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem 
pembuktian conviction intime ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim 
dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar 
keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim 
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leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana Yang dilakukannya walaupun 
kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama 
hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian conviction 
intime sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup 
itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim, sebaliknya walaupun kesalahan 
terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah terdakwa bisa dinyatakan 
bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang 
dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan 
tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, seolah-olah 
sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-
mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem 
pembuktian ini”. 
Sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonce pada dasarnya identik 
dengan sistem conviction intime, lebih lanjut pada sistem pembuktian conviction 
raisonce keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan 
kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi dengan harus 
didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan, 
3) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 
Wettelijke Bewijs Theori). 
Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif 
ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim 
terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari Aspek historis ternyata sistem 
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pembuktian menurut undag-undang secara negatif hakikatnya merupakan peramuan 
antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara pofitif (Positif Wettelijke 
Bewijz Theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (Conviction 
Intime/Conviction Raisonce).
12
 Dengan peramuan ini maka substansi sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijz 
Theorie) tentulah melekat adanya anasir-anasir sebagai berikut yaitu : 
a) Prosedural  dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti 
sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang dan 
b) Terhadap alat-alat bukti tersebut, hakim yakin baik secara materil maupun 
secara prosedural. 
Selanjutnya perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan 
Hakim melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan 
terdakwa bersalah atau tidak.  
Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistem pembuktian pada 
umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam 
hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijs Theori) sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
Yang berbunyi sebagai berikut : 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.
13
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Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian yang Negatief 
Wettelijk  Stelsel, artinya hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti 
yang sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersebuk (pasal 183 jo. Pasal 184 ayat 1 
KUHAP).
14
 
B. Saksi dalam Sistem peradilan pidana 
1. Pengertian dan Ruang lingkup Saksi 
Dalam khasanah pengetahuan hukum Indonesia, terdapat berbagai definisi 
atau pengertian dari saksi, baik itu dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan 
lainnya, maupun pendapat para pakar hukum. 
KUHAP sebagai ketentuan pokok yang mengatur hukum acara pidana yang 
bersifat umum (lex generalis) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang 
mengaturnya secara menyimpang/khusus (lex specialis) dalam undang-undang 
khusus, telah memberikan definisi atau pengertian "saksi" dalam Pasal 1 butir 26, 
yaitu: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri."
15
 
Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam 
pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang 
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lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat 
penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. 
Kebanyakan undang-undang pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya 
KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian saksi secara khusus, artinya, saksi 
yang dimaksud dalam undang-undang tersebut mengacu pada pengertian saksi yang 
diatur dalam KUHAP. Memang ada beberapa perundang-undangan yang memberikan 
definisi saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan yang diatur 
dalam KUHAP. 
Pengertian saksi yang lebih luas  dapat diketemukan dalam Peraturan 
Pemerintah No.  2  tahun 2002 tentang  Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan 
Saksi Pelanggaran HAM yang Berat sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 26 tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi sebagai: 
Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat 
sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun (Pasal 1 butir 
3).
16
 
Perbedaan dengan definisi yang diberikan KUHAP adalah diperluasnya 
pengertian meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan 
penyelidikan, di samping penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang 
pengadilan. Karena PP ini mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, 
maka pengertian saksi di sini juga dipersempit hanya saksi yang memerlukan 
perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari 
pihak manapun.  
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Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun  2003 tentang Tata Cara Perlindungan 
Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai peraturan 
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2003, dalam Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian saksi sebagai: 
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang 
didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.
17
 
Definisi ini sama dengan KUHAP, hanya ada pengkhususan untuk pemberian 
keterangan  pada perkara pidana pencucian uang. Berbeda dengan KUHAP yang 
tidak memberikan pengertian khusus tentang "pelapor" (sehingga masuk dalam 
pengertian saksi), UU Pencucian Uang dan PP-nya di atas ada membedakan secara 
tegas antara saksi dengan pelapor.  Pasal 1 butir 2 PP No. 57 tahun 2003 
menyebutkan:  
"Pelapor adalah setiap orang yang: 
a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan 
laporan kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi 
keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang; atau 
b. Secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya 
tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang". 
Dengan adanya pembedaan antara saksi dan pelapor ini, apakah berarti dalam 
perkara pencucian uang pelapor itu bukan saksi? Pertanyaan dan penegasan ini 
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penting kerena berkaitan dengan hak-hak saksi yang dijamin oleh KUHAP maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau pelapor itu bukan saksi, maka 
mestinya ia tidak memperoleh hak-hak perlindungan sebagai saksi. Ia hanya 
memperoleh perlindungan sebatas yang diberikan undang-undang terhadap pelapor.  
Pelapor pada hakekatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak 
memberikan kesaksian di persidangan. Perlindungan hukum dalam undang-undang 
ini lebih ditujukan terhadap pelapor sebagaiman di atas. Ketentuan yang demikian 
adalah janggal, karena justru saksi yang memberikan kesaksian di muka penyidik 
atau hakim tidak diatur secara eksplisit perlindungannya. 
Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang  Perlindungan Saksi dan Korban 
sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan 
saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak 
memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 butir 1): 
Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami 
sendiri).
18
 
Sedangkan Korban adalah  (Pasal 1 butir 2): "seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana". 
Jadi, definisi saksi yang dipakai oleh UU PSK mengikuti (cakupan) definisi 
yang dibuat dalam  Peraturan Pemerintah No.  2  tahun 2002 tentang  Tata Cara 
Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat maupun 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap 
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Saksi, Peyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, 
meliputi juga yang memberikan keterangan pada (mulai) tahap penyelidikan, 
sedangkan menurut KUHAP, hanya dimulai pada tahap penyidikan. 
Mengingat UU PSK ini merupakan undang-undang yang bersifat umum (The 
Umbrella Act.) yang mengatur tentang saksi dan korban, maka harus dipahami bahwa 
ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak 
pidana, walaupun dalam peraturan peralihan Pasal 44 dikatakan bahwa pada saat 
Undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
19
 
2. Macam-Macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana 
Dalam konteks sistem peradilan pidana,  secara yuridis, saksi adalah "orang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri". Sedangkan secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami 
meliputi juga "ahli", maka populer istilah "saksi ahli". Akan tetapi secara yuridis, 
antara "saksi" dan "(saksi) ahli" adalah berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 
KUHAP dibedakan antara "keterangan saksi" dan "keterangan ahli" sebagai dua alat 
bukti yang berbeda. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah: 
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Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
20
  
Sedangkan "Keterangan ahli" menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah: 
"keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan".
21
 
 Dari rumusan di atas diketahui bahwa saksi bisa orang yang melihat, 
mendengar, atau orang yang mengalami tindak tindak pidana. Jadi salah satu saksi 
yang sangat potensial adalah korban tindak pidana itu. Sedangkan orang yang 
mendengar dari orang yang mendengar tindak pidana atau yang populer dengan 
adagium testimonium de auditu tidak dapat menjadi saksi dalam perkara  pidana.
22
 
Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa 
macam, yaitu: 
1) Saksi korban; 
2) Saksi mahkota; 
3) Saksi verbalisan; 
4) Saksi a charge; 
5) Saksi a de charge. 23 
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3. Kedudukan dan Peranan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana 
Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil penyelidik dan penyidik 
sangatlah terbatas, dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan 
luasnya wilayah negara republik Indonesia, sehingg tidak mungkin dapat meng-cover 
setiap setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Karena itu, bantuan anggota 
masyarakat (sebagai saksi) untuk melaporkan dan atau mengadukan tentang 
terjadinya tindak pidana sangat membantu penyelidik dan penyidik dalam penegakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana itu. Jadi, saksi (pelapor dan/atau korban)  sudah 
memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana 
(penyelidikan), demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat 
penyidikan maupun pembuktian di muka sidang pengadilan. Banyak kasus yang 
"nasib"nya ditentukan oleh ada tidaknya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya 
alat bukti. 
Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, 
kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor 
penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus,   karena bisa 
memberikan "keterangan saksi" yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari 
lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.  Bahkan 
seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa 
kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi durk 
number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi 
referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi 
atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih 
mengedepankan barang bukti.  
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Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara 
yustisial haruslah: 
a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana 
yang sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan 
kesadarannya sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber 
pengetahuannya. 
b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial. 
1) Yang ia dengar sendiri; 
2) Yang ia lihat sendiri; atau 
3) Yang ia alami sendiri. 
4) Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus 
didukung suatu alasan "pengetahuannya" yang logis dan masuk akal. 
5) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya 
dua (Pasal 182 ayat (2) KUHAP: unus testis nullus testis, satu saksi bukan 
saksi). 
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan 
sungguh-sungguh memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP): 
1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain; 
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya; 
3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang 
tertentu; 
4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 
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Peranan  "ahli" atau "saksi ahli" dalam perkara pidana juga sangat penting, 
sehingga "produk" dari ahli yang disebut dengan "keterangan ahli" juga menjadi salah 
satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.
24
 
C. Perlindungan terhadap Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana 
KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara 
substantive dan sangat terbatas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. 
Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan di 
antaranya adalah Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dalam pasal 1 butir 6 memberikan pengertian perlindungan adalah: 
“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 
aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau 
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. 
Dalam KUHAP bentuk perlindungan terhadap saksi salah satunya diatur 
dalam pasal 117 ayat 1 dimana di sebutkan keterangan tersangka dan atau saksi 
kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk 
apapun. Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta 
keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik 
penyidik Polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang 
pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain 
untuk berbuat sesuatu akan diancam pidana.   
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Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap 
adanya indikasi suatu tindak pidana, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya 
dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan 
atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu 
tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang-
undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap 
proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. 
25
 
Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: “Seorang saksi dan korban 
berhak: 
1. Memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 
akan, sedang, atau telah diberikannya;  
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan; 
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
4. Mendapat penerjemah; 
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
9.  Mendapat identitas baru; 
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10. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau 
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 
berakhir.” 
Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada saksi selain yang 
dirumuskan di atas sebagai hak-hak saksi, antara lain: 
1. Memberikan kesaksian di luar pengadilan  
Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang 
sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir 
langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau 
korban sebagaimana di maaksud dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang 
disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya 
pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban 
juga dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektroni 
dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan seperti ini diatur dalam 
pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK. 
2. Tidak dapat dituntut secara hukum 
Bentuk perlindungan lain yang sangat fundamental dan dinanti banyak orang 
adalah bahwa saksi, korban,dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 
pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah 
diberikannya. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 
tentang tindak pidana pencucian uang dalam pasal 43 yang berbunyi: 
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“Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana 
atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 42”. 
Ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU PSK yang 
berbunyi: “Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 
maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”  
Akan tetapi ketentuan yang demikian tidak berlaku apabila seorang saksi yang 
juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama, maka tidak dapat dibebaskan dari 
tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, 
tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana 
yang akan dijatuhkan (Pasal 10 (2) UUPSK). Juga ada pembatasan terhadap tidak 
dapat dituntutnya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya, yaitu apabila dalam 
memberikan keteranngannya itu tidak dengan maksud baik. Dalam hal demikian, 
maka ia tetap dapat dituntut (pasal 10 (3) UUPSK). 
26
 
Namun kenyataannya dalam persfektif peradilan pidana perlindungan 
terhadap saksi harus dibeda-bedakan karna klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu: 
a. saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana.  
b. Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama; 
c. Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan 
pelaku utama). 
 Maka dalam penanganan tindak pidana yang terorganisir adanya klasifikasi 
saksi yang berbeda-beda inilah yang menimbulkan polemic terhadap perlindungan 
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saksi yang dikategorikan sebagai Justice Collaborator. Beberapa kalangan menilai 
oleh karena tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi, terorisme, 
ataupun narkotika sudah dipandang sebagai Extraordinary crime maka 
penanganannya pun harus dilakukan secara extraordinary, maka kepada seorang 
Justice Collaborator juga dapat diberikan perlindungan yang maksimal sebagai 
seorang saksi yang akan membuktikan terjadinya tindak pidana.
27
 
D. Dasar hukum perlindungan saksi  
Latar belakang perkembangan perlindungan saksi di Indonesia diawali pada 
akhir bulan Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) telah 
berhasil menelorkan produk perundang-undangan yang sangat didambakan oleh 
bangsa Indonesia setelah memperoleh Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yaitu Undang-Undang 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara khusus tidak 
menyediakan perlindungan terhadap saksi. Namun, Perlindungan saksi pada dasarnya 
telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
Dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk saksi dan 
korban pelanggaran HAM Pasal 34 (1) ”setiap korban dan saksi dalam pelanggaran 
HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror 
dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat (2)”perlindungan sebagaimana dimaksud 
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dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan 
secara cuma-Cuma. 
UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi untuk saksi kasus 
korupsi. 
UU N0.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ”KPK wajib 
untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan 
laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana 
PP NO.2 tahun 2002 tentang Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM 
berat. ”setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan 
dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas keamanan 
pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap 
identitas korban dan saksi serta pemberian keteranagn sat pemeriksaan di sidang 
pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa”. 
UU No.13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No. 
13 tahun 2006 telah mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara 
khusus dan tidak berada di bawa Kepolisian. Dari 46  pasal yang ada dalam undang-
undang tersebut sebanyak 17 pasal (40 %) mengatur tentang Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban.
28
 
E. Saksi Dalam Hukum Pidana Islam 
 Istilah saksi sudah dikenal mulai dari adanya perbuatan pidana dan pelaku 
tindak pidana. Bisa dikatakan bahwa tidak akan ada tindak pidana tanpa adanya 
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korban dan pelaku tindak pidana serta tidak akan perna efektif jalannya persidangan 
jika tidak ada saksi. 
Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan 
Asy-syahadah ةداهشلا adalah bentuk isim masdar dari kata دهشي - دهش (syahida-
yasyhadu) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan 
mengetahui.
29
 Kata syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), yamin (sumpah) dan 
iqrar (pengakuan). 
Secara terminologi (istilah), Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti 
berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang 
menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. 
 Dalam hukum pidana islam, kesaksian disebut sebagai syahadah yang dapat 
didefinisikan  bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya 
hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadz aku bersaksi. 
Hukum islam bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ para sahabat 
dan tabi’in. Al-Quran dan Al-hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum 
Islam, kemudian para sahabat dan tabi’in menambahkan dari hukum-hukum itu. 
Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemusrikan-kwmusrikan yang 
terjadi didalam masyarakat. Karena dapar dikatakan bahwa syari’at (hukum) islam 
adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam 
perkembangan hukum islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum islam 
mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus dan karenanya 
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hukum islam senantiasa berkembang dan perkembangannya itu merupakan tabi’at 
hukum islam yang terus hidup.
30
 
 Menurut hukum islam kesedian menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian 
oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya fardhu 
kifayah, hal ini didasrkan pada dalil-dalil yang antara lain sebagai berikut: 
Firman Allah Q.S. Al-Baqarah /2: 282 
 (٢٨٢)…اوُعُد اَم اَِذإ ُُءاَدَه ُّشلا َُْبأَي َُلَو… 
Terjemahnya:  
…Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka 
dipenggil.
31
 
Firman Allah Q.S. Al-Baqarah /2: 283 
.  ُمِيلَع َُنُولَمْعَت اَمِب ُُاللَو ُُهُبْلَق  ُمِثاَء ُُه َِّنإَف اَهْمُتْكَي ُْنَمَو َُةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت َُلَو… 
Terjemahnya:  
…Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya.
32
 
Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang 
yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan 
hati nuraninya maka dapat diibaratkan ia memenjarakan kesaksian tersebut dalam 
hatinya yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa. 
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Sabda rasulullah SAW: 
:َُلاَق   ملسو هيلع الل ىلص َُّيِب َّنَلا ََُّنأ هنع الل يضر  ُيِنَهُجَْلا  ُِدلاَخ ُِنْب ُِدْيَز ُْنَع 
ِملْسُم ُُهاَوَر (اََهَلأْسُي َُْنأ َُلْبَق ُِهِتَداَهَشِب يِْتأَي  يِذََّلا ) ؟ ُِءاَدَه ُّشَلا ُِرْيَِخب  ُْمُك  ُُِربُْخأ ََُلأ  
Terjemahnya: 
Dari zaid dan Khalid Al-juhadi, bahwasanya nabi SAW telah bersabda: apakah 
tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang 
memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya” (HR Al-
Baihaqi dan Al-Tirmidzi).
33
 
Ayat dan hadits diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara 
pidana di Pengadilan, mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di Pengadilan 
merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya terutama 
terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian, 
sedangkan hak didalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya 
kesaksian. 
Tujuan perlindungan hukum menurut hukum islam tidak terlepas dari tujuan 
hidup manusia itu sendiri yaitu mengabdi kepada Allah. Hukum buat agama islam 
hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam kehidupan 
bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahadian kehidupan 
manusia di Dunia dan Akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama islam 
terlingkup dalam ta’abbudi. 
Seorang saksi dalam kasus perkara pidana di Pengadilan hendaknya diketahui 
statusnya. Status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya ia 
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Surianti Nasution, “Tafsir QS. Al-Baqarah 282 : Utang-Piutang”,official Webside of 
http://www.suriyanti nasution..htm,  (24 April 2013). 
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berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum 
sekaligus syarat pembuktian. 
Kesaksian dalam setiap kasus pidana islam menempati urutan kedua setelah 
pengakuan keadaan seorang saksipun dalam hukum islam sangat dilindungi dari 
ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam 
sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain. 
Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangat 
urgen. Karna tanpa adanya saksi maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat 
melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang, baik orang tersebut dalam keadaan 
baik maupun dalam melakukan tindak criminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke 
Pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa 
adanya kesaksian dari seorang saksi. 
Perlindungan terhadap saksi mutlak harus terjamin karna biasanya 
seseorangyang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung 
memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di Pengadilan karna 
seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejuurnya maka ia merasa 
takut jiwanya akan terancam. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan 
perlindungan bagi saksi. 
Dalam proses peradilan pidana yang berat baik hukum islam maupun hukum 
positif keberadaan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari 
ancaman, gangguan, terror kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan 
pemberian perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan 
yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik.
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
field research kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan atau penelitian langsung 
untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan 
hukum. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar, dalam hal ini Kantor 
Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada 
pertimbangan bahwa institusi penegak hukum tersebut relevan dengan masalah yang 
akan diteliti. Penulis akan terfokus pada bentuk perlindungan  hukum bagi saksi 
dalam perkara pidana. 
B. Metode Pendekatan  
 Metode pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai 
masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah: 
1. Metode pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam perspektif legal 
formal atau peraturan perundang-undangan resmi yang terkait dengan masalah 
perlindungan hukum pada saksi dalam proses pemeriksaan perkara. 
2. Metode pendekatan Histori, yaitu pendekatan sejarah digunakan untuk 
mengetahui kejadian demi kejadian masa lalu sebagai barometer kondisi yang 
terjadi saat ini. Suatu pendekatan yang mencari atau menyelidiki mengenai  
saksi dalam perkara pidana yang terjadi di masa lalu. 
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C. Sumber data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang terdiri dari 
data primer dan data sekunder.  
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian 
yaitu Pengadilan Negeri (PN) Makasssar melalui proses wawancara terhadap 
pihak-pihak yang di anggap telah mengetahuiatau menguasai permasalahan 
yang akan dibahas.  
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data-data dari buku-buku, dokumen 
perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli serta bahan lain yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
D. Metode pengumpulan data  
Dalam rangka untuk melengkapi data primer, maka tehnik pengumpulan data 
yang digunakan sebagai berikut:   
1. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu mengadakan penelitian di 
perpustakaan dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan literature-literatur ilmiah lainnya yang mempunyai 
hubungan dengan masalah yang akan di bahas. 
2. Penelitian Lapangan (Field research), yaitu penelitian yang dilakukan lansung 
ke lapangan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan di bahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
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a) Interview (wawancara), yaitu salah satu metode pengumpulan data yang 
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan-
pertanyaan kepada informan. 
b) Dokumentasi, yaitu mendapatkan data sekunder dengan mempelajari dan 
mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara dan 
dokumentasi. instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber –
sumber informasi. 
F. metode pengelolaan data dan analisis data 
 Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai 
sumber, baik dari hasil wawancara, interview, buku-buku maupun dokumen-
dokumen. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, Maka teknik analisa 
yang digunakan yaitu:  
1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang 
bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan 
umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
3. Metode Komparatif, yaitu suau tehnik analisa data dengan jalan 
membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kesimpulan 
sebaga jawaban akhir. 
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BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 
Untuk melengkapi hasil penelitian skripsi ini, maka dalam bab ini 
penyusun menyajikan data yang diperoleh selama proses penelitian di Pengadilan 
Negeri Makassar berhubungan dengan judul skripsi yang diajukan yaitu  
“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara 
Pidana di Pengadilan Negeri Makassar”. Data yang disajikan dalam bab ini 
membahas mengenai hasil penelitian dilapangan kemudian dianalisa, dengan 
maksud untuk menemukan kesesuai dengan hukum yang berlaku sekarang ini.  
A. Faktor-faktor penyebab perlukannya perlindungan hukum terhadap saksi  
Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana 
terlihat dalam penempatanya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, 
tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. 
Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak 
awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus 
pelanggaran hukum sebagian besar bedasarkan informasi dari masyarakat. Bagitu 
pula dalam proses selanjutnya,  ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di 
pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam 
memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas saksimempuya kontribusi 
yang sangat besar dalam upaya menegakkna hukum dan keadilan. Posisi saksi 
yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun 
penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk UU, 
yang tidak secara khusus ememberikan perlindugan hukum kepada saksi dan 
korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh 
tersangka/tersakwa. 
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Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, 
tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci 
dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi – termasuk saksi korban, hanya 
ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi 
pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang 
dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak 
tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi. 
Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada 
saksi, yaitu pasal 299 KUHAP, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan 
kenyataan yaitu dimana hak asasi untuk memperoleh penggantian biaya setelah 
hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat 
dilaksanakan dengan alasan klasik, yaitu ketiadaan dana. Dilihat dari sudut 
pandang perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban-korban dalam 
posisi yang lemah. Kondisi saksi tidak jauh beda dengan tersangka/terdakwa, 
mereka sama-sama memerlukan perlindungan.  
Secara garis besar ada dua faktor penting yang menjadi dasar mengapa 
seorang saksi perlu diberi perlindungan dalam proses pemeriksaan perkara pidana 
diantaranya yaitu: 
1. Pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam perkara. 
Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, 
sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu 
perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnyakedudukan saksi dalam proses peradilan 
pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa 
terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi 
dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan 
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sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama 
menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas 
bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan 
hukum dan keadilan. 
Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor 
penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan 
dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, 
penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam 
proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi 
tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor 
maupun saksisaksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Dalam lapangan 
hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan 
masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa 
masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, 
kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan 
lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang 
dilakukan terhadap diri korban itu sendiri. 
Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap 
penyidikan sampai pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi 
sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan 
keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus. Berkaitan dengan peranan saksi 
ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhamad Yunus, secara ekstrim 
mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran saksi, dapat dipastikan suatu kasus 
akan durk number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia 
yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat 
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diperoleh dari saksi dan ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di 
Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.
1
 
Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting 
karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan 
yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek 
kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik 
oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat 
pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan 
hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar 
mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil. 
2. Adanya kekhawatiran seorang saksi untuk memberikan kesaksian. 
Walaupun sama-sama mengetahui tentang betapa pentingnya kedudukan 
dan peran saksi dalam penyelesaian perkara pidana, akan tetapi banyak orang 
yang secara potensial berkualitas sebagai saksi atau setidaknya sebagai pelapor, 
tidak bersediah menjadi saksi ataupun pelapor dan tidak berani mengungkapkan 
kesaksian yang sebenarnya. Dalam banyak kasus sering kali saksi enggan 
mengungkapkan apa yang diketahui  maupun dialaminya karena meraka enggan 
berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum. Mereka takut diancam dan 
diintimidasi atau rasa ketakutan yang dialaminya karna mendapat ancaman dari 
pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penyidik yang mempunyai 
kewenangan dalam menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan mengalami 
kesulitan dalam menangani perkara yang dimaksud. 
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Muhammad Yusuf. Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi. (tulisan 
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Menurut Ibu Syahrasia, S.H, Ketakutan seorang saksi, sebetulnya bukan 
saja karna ancaman dan intimidasi pihak tersangka atau terdakwa, juga bukan 
semata-mata karna rumit dan berbelitnya rentetan proses yang harus mereka lalui, 
melaikannya juga karna takut terancam menjadi seorang tersangka. Oleh karena 
itu, dengan alas an membantu pengungkapan kasus, saksi justru berubah statusnya 
menjadi seorang tersangka. Posisi ini seringkali dialami oleh para saksi dan 
sekaligus sebagai pelaku tindak pidana, dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena 
itu, menjamin dan memberikan perindungan bagi saksi secara efektif merupakan 
hal yang sangat penting. Jika saksi tidak mendapat perlindungan, maka demi 
keamanan dirinya dan keluarganya, saksi mempunyai kecenderungan untuk 
mengubah kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau tampil atau 
maju menjadi saksi.  Sehingga menjadi kebutuhan bahwa dalam sidang yang adil 
memerlukan perlindungan dan dukungan yang baik bagi seorang saksi.
2
 
Di banyak negara, perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai 
hal penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan, kredibilitas aparat penegak 
hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam 
mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam 
keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi 
penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Demikian juga korban. Padahal, 
kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap 
kebenaran suatu tindak kejahatan. Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan 
yang besar. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban 
sudah cukup lama disadari di Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindungan 
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Syahrasiah S.H, Advokad di Pelayanan peradilan dan Poso bantuan hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar,  4 juli 2014. 
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Saksi dan Korban (LPSK) dengan pegangan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban adalah buktinya. 
B. Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dalam proses pemeriksaaan 
perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar 
Didalam Undang-undang Perlindungan saksi dan korban telah ditentukan 
bahwa perlindungan saksi dilakukan oleh lembaga tersendiri yang bersifat mandiri 
yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun lembaga 
ini masih bersifat nasional yang berkedudukan di Ibu kota Negara, sehingga hal 
ini masih menjadi salah satu hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan 
terhadap saksi dan korban pada tingkat daerah-daerah secara maksimal. Di 
Makassar perlindungan terhadap saksi masih dilakukan oleh penjabat yang 
berwenang dalam masing-masing tahap pemeriksaan, yaitu penyidik (Polri dan 
PPNS), jaksa penuntut umum, dan hakim. Dalam proses pemeriksaan perkara 
pidana di Pengadilan Negeri Makassar perlindungan terhadap saksi dilakukan oleh 
hakim, dalam hal ini perlindungan diberikaan melalui bagian Pelayanan Peradilan 
atau posko bantuan hukum Pengadilan Negeri Makassar. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri 
Makassar berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dalam 
proses pemeriksaaan perkara dinilai telah terlaksana, hal ini dapat di lihat dari 
banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi, baik 
dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Pelaksanaan 
perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yakni penegakkan 
hukum perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada 
saksi, syarat memperoleh perlindungan dan tata cara perlindungan saksi dalam 
proses peradilan pidana.  
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1. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi  
Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan  pidana adalah 
keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar,  melihat, atau mengalami 
sendiri terjadinya suatu tindak pidana  dalam upaya mencari dan menemukan 
kejelasan tentang tindak  pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; 
Penegak hukum  dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana  
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami  kesulitan karena 
tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban  disebabkan adanya ancaman, 
baik fisik maupun psikis dari pihak  tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, 
perlu dilakukan  perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting  
keberadaannya dalam proses peradilan pidana.  Kesaksian memang dibutuhkan 
dalam setiap pengadilan  pidana, termasuk pengadilan militer. Saksi yang dimintai 
keterangan dalam penyidikan maupun persidangan, pada dasarnya sangat 
membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi  hasil yang diharapkan 
dari proses pengumpulan keterangan saksi  untuk memastikan peradilan yang 
jujur (fair trial). 
Dalam penegakan perlindungan saksi khususnya  perlindungan hukum 
bagi saksi itu sendiri saat ini telah diatur oleh  Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi  dan Korban. Sebuah Undang-undang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar 
upaya untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia. 
Undang-undang perlindungan saksi dan korban yang disahkan pada tanggal 11 
Agustus 2006 diharapkan akan menolong Negara ini keluar dari persoalan-  
persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya  memberantas korupsi, 
kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan  terhadap perempuan dan belum lagi 
tentang perlindungan hukum  yang hanya mampu menyentuh bagi kalangan 
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konglomerat,  pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan perlindungan  
hukum sebagai payung hukum bagi para saksi dan korban di masa  mendatang. 
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban,  merupakan salah satu jawaban 
dari persoalan di atas.  
  Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila  
menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini 
dapat diperhatikan bahwa adanya fakta  menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana 
maupun pelanggaran  Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak 
terselesaikan  disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya  
kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat 
masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. 
2. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi   
Saksi dalam suatu kasus perkara pidana khususnya kasus perkara korupsi, 
narkotika, terorisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sangat 
rentan dalam keberadaannya, sehingga orang-orang atau para pihak yang berstatus 
sebagai saksi dan korban tersebut perlu dilindungi dalam bentuk rehabilitasi, 
pemberian bantuan, dan diberikan motivasi untuk mampu memberikan berbagai 
keterangan tentang segala hal yang dilihat, didengar, dirasakan, dan atau 
dialaminya dalam setiap tahapan proses peradilan hukum pidana yang sedang dan 
akan dihadapinya. Pemberian perlindungan dalam bentuk rehabilitasi dilakukan 
dengan cara memberikan terapi medis dan psikososial kepada yang bersangkutan, 
sedangkan perlindungan dalam wujud bantuan dinyatakan dalam bentuk bantuan 
upaya pemenuhan hak-hak proseduralnya, bantuan pendampingan dalam 
menghadapi proses peradilan hukum atas perkara yang melibatkan dirinya, serta 
motivasi berupa pengusulan untuk dapat diberikan penggantian kerugian oleh 
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negara (kompensasi). Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi 
dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut 
a. Bentuk perlindungan fisik dan psikis 
1) Perlindungan atas keamanan diri dalam memberikan kesaksian dimuka 
persidangan serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain yang 
berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan. 
KUHAP yang merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat 
umum tidak secara eksplisit merumuskan hak saksi untuk memperoleh 
perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta dari 
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya. Artinya, dalam perspektif KUHAP, hak saksi seperti diatas tidak 
perlu dirumuskan didalamnya, cukup apabila ada ancaman atau bahaya yang 
menimpa saksi atau keluarganya dan sudah memenuhi rumusan delik, maka saksi 
berarti dilindungi oleh keberadaan delik itu. Tetapi sebagai dasar hukum bentuk 
perlindungan diatas terdapat dalam beberapa kebijakan Undang-undang yang 
lebih khusus, seperti UU Peradilan HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban 
dan PERPU Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme. 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tantang Peradilan HAM menjamin 
hak saksi pelanggaran HAM atas perlindungan fisik dan mentalnya sebagaimana 
diatur dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap korban dan saksi dalam 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan 
mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.” 
Bentuk perlindungan ini juga dijamin dalam PERPU No. 1 Tahun 2002 
tantang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diubah menjadi UU 
dengan UU No. 15 Tahun 2003 pada pasal 33 yang berbunyi: 
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Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta 
keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme waib diberi 
perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahyakan 
diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses 
pemeriksaan perkara.  
Kebijakan legislatife lainnya yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2006 
tantang  Perlindungan Saksi dan Korban (PSK), UU PSK merumuskannya dalam 
urutan pertama hak-hak saksi dan korban diantara hak-hak lainnya. Hak tersebut 
dituangkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “saksi dan korban 
berhak: a. memperoleh perlindungan atas kamanan pribadi, keluarga dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, 
sedang atau yang telah diberikannya;…”.3 
 Dengan diaturnya bentuk perlindungan ini dalam dalam Undang-undang 
Perlindungan saksi dan korban sebgai dasar utama perlindungan saksi, maka 
berarti bentuk perlindungan ini berlaku untuk semua saksi tindak pidana 
berdasarkan keputusan lembaga perlindungan saki dan korban (LPSK). 
2) Memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan atas persetujuan hakim.  
Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam  ancaman yang 
sangat besar, atas persetujuan hakim dapat  memberikan kesaksian tanpa 
hadir langsung di pengadilan  tempat perkara tersebut sedang diperiksa. 
Saksi dan/atau  korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis 
yang  disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan  
membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang  memuat tentang 
kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban  dapat pula didengar 
kesaksiannya secara langsung melalui  sarana elektronik dengan 
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Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana. 
(Surakarta:Muhammadiyah Univercity press, 2012), h.. 1137-140 
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didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 
9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.    
b. Bentuk pelindungan hukum 
1) Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas 
kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.  
Kebijakan sebagaimana diatas sudah dimuat dalam Undang-undang No. 5 
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 43 yang berbunyi: 
“Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata atau 
pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian oleh yang bersngkutan sabagaimana 
diamaksud dalam pasal 40 dan 42”. 
Ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU PSK yang 
berbunyi: “Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 
pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya”.   
Akan tetapi ketentuan yang demikian itu tidak berlaku apabila seorang 
saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat  dibebaskan dari 
tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah, 
tetapi kesaksiannya  dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan 
pidana yang akan dijatuhkan. Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat 
dituntutnya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya yaitu apabila dalam 
memberikan keterangannya itu tidak  dengan itikad baik. Dalam hal ini, maka ia 
tetap dapat dituntut. 
2) Penanganan secara khusus seperti Penundaan penuntutan, pemberkasan 
secara terpisah dan Penundaan proses hukum yang timbul karena laporan 
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atau kesaksian yang diberikan bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana 
yang sama (saksi mahkota). 
c. Bentuk perlindungan terkait hak prosedural saksi  
1) Mendapatkan nasehat hukum untuk bebas memberikan keterangan sesuai 
dengan kebenaran dan pengetahuannya.  
Hak mendapat nasehat hukum bagi saksi ini harus dibedakan dengan 
nasehat yang diberikan kepada tersangka/terdakwa. Terdakwa boleh berbohong 
atau dengan kata lain tidak ada ancaman pidana jika ia berbohong demi 
pembelaannya, tetapi saksi tidak boleh berbohong. Nasehat yang diberikan yang 
diberikan kepadanyan hanya terbatas terhadap hak-haknya, jadi semata-mata 
dalam usaha keselamatan dirinya untuk bebas memberikan keterangan sesuai 
dengan kebenaran, sesuai dengan pancainderanya, bukan apa yang ada dalam 
batinnya, bukan yang ia kehendaki akan terjadi. 
Hak ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf I UU PSK yang berbunyi: 
“saksi dan korban berhak:…;i. mendapat nasehat hukum;…” penjelasan ketentuan 
ini yaitu: “yang dimaksud dengan “nasehat hukum” adalah nasehat hukum yang 
dibutuhkan oleh saksi dan korban apabila diperlukan”.4 
2) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan 
pengadilan dan sebagainya.  
Hak saksi untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus 
dimana ia menjadi saksi ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-undang 
PSK, yang  berbunyi: “Saksi dan korban berhak:…; f. mendapat informasi 
mengenai perkembangan kasus”. 
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Muhammad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana. 
(Surakarta:Muhammadiyah Univercity press, 2012), h.. 154 
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Dalam penjelasannya disebutkan bahwa sering kali saksi dan korban hanya 
berperan dalam pemberian kesaksian di Pengadilan, tetapi saksi dan korban tidak 
mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah 
seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi dan 
korban.
5
 
Sebagai salah satu contoh pengimplementasian dari bentu-bentuk 
perlindungan saksi tersebut di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat dari salah 
satu putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam kasus pembunuhan No. 
818/Pid.B/2012/PN.Mks dengan tersangka SRI BUYUNG ALIAS BUYUNG dan 
ANDANA ARIB ABBAS yang dalam menghadapi persidangan dengan 
didampingi penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 
817/Pid.B/2012/PN. Mks tertanggal 31 Mei 2012, dan sebagai Majeis hakim yaitu 
MAKMUR, SH. MH., NATHAN LAMBE, SH. MH., MARINGAN 
MARPAUNG, SH. MH. Dalam pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan 
telah menghadirkan 11 orang saksi yang mendapatkan perlindungan, hal ini sangat 
jelas terlihat pada kesaksianyan yang diberikan oleh salah satu saksi yang 
bernama MUH. TAKDIR BIN JAYA, pada pemeriksaan dipenyidik (kepolisian) 
saksi mengaku ikut memukul korban namun ia mecabut keterangan tersebut pada 
pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi pada sidang pengadilan yaitu 
“Saksi katakan ikut memukul korban waktu diperiksa dikantor polisi karna saksi 
dipukul oeh poisi”. Hal ini menunjukkan adanya tekanan fisik maupun psikis pada 
pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi, tetapi setelah mendapat perindungan 
dalam hal ini perlindugan keamanan dan rasa bebas dari tekanan dan ancaman 
                                                          
5
Hardiah S.H, Advokad di Pelayanan peradilan dan Poso bantuan hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar,  4 juli 2014. 
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terhadap kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikanya, di Pengadilan 
maka saksi berani mencabut keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan 
penyidik. 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Herdia, SH. Ia mengatakan bahwa tidak 
semua saksi dapat menikmati atau mendapat perlindungan dan bantuan, dalam 
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban pasal 
28 disebutkan banwa perjajian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban 
tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: 
a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; 
b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; 
c. Hasil analisis tim medis dan psikolog terhadap saksi dan/atau korban; 
d. Rekam jejak kejahatan yang perna dilakukan oleh saksi dan/atau korban. 
Syarat-syarat itupula yang menjadi dasar kami di Pegadilan Negeri Makassar 
untuk memberikan perlindugan kepada seorang saksi. Nilai pentingnya Informasi, 
bukti maupun kesaksian yang diberikan Saksi menjadi satu faktor utama dalam 
pemberian perlindugan, Salah satu parameternya adalah dengan tanpa adanya 
informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan saksi tersebut maka suatu 
tindak pidana tidak dapat atau sangat sulit terungkap atau terbukti di Pengadilan. 
Kemudian tingkat keseriusan ancaman yang membahayakan saksi juga menjadi 
faktor penting dalam pertimbangan pemberian perlindungan.
6
 
Selain syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh seorang saksi untuk  
memperoleh perlindungan, adapula mekanisme atau tata cara yang harus 
ditempuh untuk memperoleh perlindugan tersebut. Berkaitan dengan tata cara 
pemberian perlindungan terhadap saksi, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 13 
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Hardiah S.H, Advokad di Pelayanan peradilan dan Poso bantuan hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, Sul-Sel, wawancara oleh penyusun di Makassar,  4 juli 2014.  
62 
 
 
 
tahun 2006 tantang Perlindungan saksi dan korban, menentukan bahwa saksi 
dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas 
permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohona secara tertulis 
kepada LPSK. Selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap 
permohonan tersebut dan keputusan LPSK tentang dikabulkan atau tidaknya 
permohonan perlindungan atau bantuan itu harus diberikan secara tertulis paling 
lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.  
Mekanisme perlindungan terhadap saksi yang wilayahnya jauh dari pusat 
pemerintahan (ibukota negara) tentunya tidak berbeda dengan mekanisme 
perlindungan terhadap saksi dan korban yang berada di pusat. Mekanisme untuk 
mendapatkan perlindungan saksi LPSK adalah sebagai berikut: 
a) Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas 
inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat 
yang berwenang kepada LPSK; 
b) Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan 
dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam Rapat Paripurna LPSK; 
c) Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang 
bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti 
syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban; 
d) Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk 
keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan; 
e) Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya 
perjanjian pemberian perlindungan; 
f) Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 
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g) Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan 
alasan: 
(1) inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban yang dilindungi, 
(2) atas permintaan pejabat yang berwenang, 
(3) saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian; atau 
(4) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan 
perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan 
h) Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara 
tertulis.
7
 
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan 
bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 
permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban menandatangani 
pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan 
korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi 
dan korban memuat: 
(1) kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam 
proses peradilan; 
(2) kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan 
dengan keselamatannya; 
(3) kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa 
pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan 
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Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban ; 
(4) kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada 
siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban ; dan 
(5) hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban . 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban 
memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk 
keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan 
tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya 
dapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 
32 yaitu: 
(1) Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan 
dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; 
(2) atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan 
perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan 
pejabat yang bersangkutan; 
(3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian; atau 
(4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa saksi 
dan/atau korban tidak lagi memerlukan 
Perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan Penghentian 
perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara 
tertulis. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai 
bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan 
65 
 
 
 
Pasal 36 sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut ini. Bantuan diberikan 
kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang 
bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi 
dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang 
diperlukan.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran 
biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus 
diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam 
melaksanakan pemberianperlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan 
melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan 
kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Proses pengajuan permohonan hingga  disetujuinya permohonan tersebut 
sering  kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus 
melewati proses yang  tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. 
Hal inilah yang  sering menjadi penyebab saksi dan atau  korban merasa enggan 
untuk meminta  perlindungan dari LPSK dan memilih untuk  diam. Para saksi 
dan korban merasa kurang  mengerti akan prosedur-prosedur yang  ditetapkan 
oleh LPSK. Apalagi bagi para  saksi dan korban yang tidak begitu  mengerti akan 
hukum. Karena itulah  pemdampingan akan seorang advokat akan  sangatlah 
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membantu para saksi dan korban  ini. Kendala lainnya juga muncul dalam 
pelaksanaan perlindungan terhadap saksi yang ada didaerah.  
Hal yang membedakan adalah daya jangkau LPSK serta kecepatan 
penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih berada di pusat. Kendati 
demikian, meski LPSK belum memiliki perwakilan di daerah, LPSK akan 
mempertimbangkan percepatan penanganan terhadap saksi dan korban yang 
mengalami ancaman bahaya dan membutuhkan perlindungan cepat di daerah. 
Penanganan tersebut dilakukan LPSK dengan bekerja sama dengan instansi lain 
yang terkait di daerah yang merupakan jejaring LPSK untuk dapat memberikan 
perlindungan sementara dan cepat sesuai yang dibutuhkan saksi dan korban di 
daerah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain yang dianggap 
kompeten dalam hal pemberian perlindungan terhadap saksi. 
3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap 
saksi 
Menurut Bapak Mustari S.H. hambatan-hambatan yang sering kali 
dihadapi oleh penegak hukum di Pengadilan Negeri Makassar dalam penerapan 
perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana salah satunya adalah 
adanya keengganan dari  sebagian besar masyarakat untuk memberikan kesaksian 
dan keterangan mengenai adanya indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana, 
yang dikarenakan ketakutan mereka akan tidak terjaminnya rasa aman dan 
ketentraman hidup mereka walaupun sudah ada peraturan perundang- undangan 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang secara khusus mengatur masalah 
perlindungan saksi. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut telah ditentukan 
lembaga khusus yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban 
yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun yang menjadi 
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kendala baru yaitu belum adanya pembentukan LPSK di daerah. Saat ini LPSK 
masih bersifat nasional yang hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara yaitu 
Jakarta. Selain itu keberadaan LPSK dan Undang-undang No.13 tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum dipahami dan diketahui 
aparat penegak hukum di daerah.
8
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Secara garis besar ada dua faktor penting yang menjadi dasar mengapa 
seorang saksi perlu diberi perlindungan dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana diantaranya yang pertama adalah kedudukan dan peran 
saksi dalam perkara itu sendiri, Peranan saksi dalam setiap persidangan 
perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat 
mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. 
Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran seorang saksi untuk 
memberikan kesaksian, Dalam banyak kasus sering kali saksi enggan 
mengungkapkan apa yang diketahui  maupun dialaminya karena meraka 
enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum. Mereka 
takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutan yang dialaminya 
karna mendapat ancaman dari pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, 
penyidik yang mempunyai kewenangan dalam menemukan dan 
mengumpulkan bukti, tentu akan mengalami kesulitan dalam menangani 
perkara yang dimaksud. 
2. Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan 
yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan 
perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara 
perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Di Pengadilan Negeri 
Makassar pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dalam proses 
pemeriksaaan perkara dinilai telah terlaksana, hal ini dapat di lihat dari 
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banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang 
saksi, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. 
Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa Perlindungan atas keamanan 
diri serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain yang berkaitan 
dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, dan 
memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan atas persetujuan hakim 
sedangkan bentuk perlindungan hukum berupa Saksi tidak dapat dituntut 
secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya dan 
Penanganan secara khusus seperti Penundaan penuntutan, pemberkasan 
secara terpisah dan Penundaan proses hukum yang timbul karena laporan 
atau kesaksian yang diberikan bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana 
yang sama (saksi mahkota). 
B. Saran 
1. Perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan dan mengalakkan pada upaya 
pensosialisasian Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara 
perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena diharapkan dengan 
lebih meningkatkan sosisalisasi terhadap Undang-Undang ini maka 
masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu 
mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap 
saksi. 
2. Perlu secepatnya untuk membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) di daerah-daerah, sehingga perlindungan terhadap saksi 
dan korban dapat dilaksanakan secara menyeluruh yang bermuara pada 
tercapainya perlindungan terhadap saksi dan korban secara nyata di 
seluruh wilayah Indonesia. 
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